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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 151/PMK.03/2013 
TENTANG 

TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN 
ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan 
tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak 
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan 
Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; 

b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada 
Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak 
dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi 
informasi secara aman, perlu mengatur kembali 
ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan tata 
cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak 
sebagaimana tersebut pada huruf a; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (8) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
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Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembuatan dan 
Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5069); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 
PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU 
PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK.  
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2009. 

2. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

4. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh 
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 
Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 

5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai. 

6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik 
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah 
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 

7. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas 
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan 
Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi 
dan autentikasi. 

Pasal 2 
(1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: 

a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D  Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Nilai; 

b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; 

c.  ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau 

d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada: 

a. saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai; 

b. saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; 

c. saat ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1)    huruf f Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai;   

d. saat ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)   huruf g Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai; dan/atau 

e. saat ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

(3) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a untuk:  
a. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau 

hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat: 
1. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara 

langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas 
nama pembeli;  

2. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara 
langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-
cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke 
cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang; 

3. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada 
juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau 

4. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai 
piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur 
penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara 
konsisten.  

b. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau 
hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat 
penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang 
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Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, 
kepada pihak pembeli. 

c. penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud, terjadi pada saat: 
1. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud 

diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat 
diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan 
diterapkan secara konsisten; atau 

2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai 
tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara 
nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui. 

d. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang 
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih 
tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada 
saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat: 

1. ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris;  
2. berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang 

ditetapkan dalam Anggaran Dasar;  

3. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan 
dibubarkan; atau 

4. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah 
tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, 
berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau 
dokumen yang ada. 

e. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, 
peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha 
yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk 
usaha, terjadi pada saat:  
1.  disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau 
perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum 
Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian 
penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, 
pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau 

2. ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau 
perubahan bentuk usaha oleh Notaris. 
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